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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

. Ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari
ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan
dikualifikasikan dalam delik material dan formal. Rumusan delik
material terdapat dalam Pasal 98,99, dan 112, sementara rumusan
delik formal terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115. Dari unsur-
unsur tindak pidana maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
memenuhi unsur obyektif terdapat pada Pasal 69 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan unsur subyektif yang menyebutkan bahwa
adanya unsur kesengajaan atau dolus terdapat pada Pasal 98
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidupdan unsur kealpaan terdapat pada
Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari pelaku
pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan laundry
dan tektil.

. Penyidik dan Pejabat lingkungan hidup adalah pejabat yang
berwenang dalam bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan

limbah hasil produksi industri, dalam melaksanakan tugasnya
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pejabat lingkungan hidup harus rutin dalam melakukan
pengawasan diantaranya yaitu melakukan pengawasan rutin yang
dilakukan secara berkala waktu tertentu, misalnya dilakukan setiap
satu bulan sekali pada akhir bulan, dan melakukan pengawasan
mendadak yang dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang
sedang bermasalah, dan menegakkan peraturan yang telah diatur
di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Saran

. Penerapan sanksi hukum memang sudah ada, akan tetapi
pelaksanaannya masih lemah karena hal ini dibuktikan dengan
masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi khususnya dengan
masih banyaknya dampak kerugian yang begitu besar bagi
lingkungan dan Negara. Peraturan yang sedemikian layak tidak
akan berfungsi jika tidak didukung dengan adanya aparat negara
yang disiplin dan berpendirian dalam menangani kasus seperti
kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan
laundry dan tekstil. Seharusnya pemerintah dalam menegakkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu sikap yang lebih tegas

kepada industri yang membuang limbah secara sembarangan agar
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tidak terjadi pencemaran yang lebih luas akibat dari pencemaran
limbah terutama limbah industri tekstil.

. Harus ada peran aktif dari pemerintah untuk melakukan
pengawasan yang lebih disiplin dan tegas bagi para pengusaha
khususnya pengusaha laundry dan tekstil sehingga masalah
dampak yang terjadi pada lingkungan dapat diatasi bersama dan
untuk para pengusaha khususnya pengusaha perusahaan laundry
dan tekstil harus dapat mengikuti prosedur atau aturan yang
berlaku yang telah dibuat oleh pejabat berwenang dalam
melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, dan pemerintah
harus aktif dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang buta
akan hukum lingkungan dan peduli akan kesehatan lingkungan
sekitar seperti yang terjadi pada kasus perusahaan laundry dan

tekstil.
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